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Abstrak 
Akuntabilitas politik berangkat dari pertanyaan klasik: siapa yang mengawasi mereka yang memegang 

kekuasaan? Dalam demokrasi konstitusional, jawabannya tidak diserahkan kepada satu lembaga, melainkan 

dibangun melalui jaringan pengawasan horizontal, vertikal, sosial, administratif, hukum, fiskal, profesional, 

dan digital. Namun arsitektur tersebut menghadapi tekanan ketika kekuasaan eksekutif, koalisi politik, 

sumber daya ekonomi, aparatur, media, data, dan teknologi semakin terkonsolidasi. Konsolidasi kekuasaan 

tidak selalu identik dengan otoritarianisme. Pemerintah membutuhkan koordinasi, stabilitas, dan kapasitas 

untuk melaksanakan kebijakan. Masalah muncul ketika koordinasi berubah menjadi dominasi, loyalitas 

menggantikan profesionalisme, oposisi kehilangan otonomi, parlemen menjadi stempel, peradilan 

mengalami tekanan, lembaga pengawas bergantung pada pihak yang diawasi, media kehilangan kemandirian, 

dan masyarakat sipil menghadapi pembatasan. Artikel ini membahas konsep akuntabilitas, checks and 

balances, separation of powers, horizontal accountability, vertical accountability, social accountability, 

answerability, enforceability, rule of law, oversight, integrity, dan democratic resilience. Pembahasan 

mencakup peran parlemen, pengadilan, auditor, ombudsman, lembaga antikorupsi, birokrasi profesional, 

media, oposisi, akademisi, organisasi masyarakat, whistleblower, dan warga. Artikel juga menganalisis 

mekanisme konsolidasi melalui koalisi gemuk, kooptasi, perubahan aturan, politik anggaran, konflik 

kepentingan, revolving door, kontrol informasi, pengawasan digital, penggunaan keadaan darurat, serta 

pelemahan norma informal. Konteks Indonesia dibahas secara institusional dan komparatif, tanpa 

menyimpulkan pelanggaran oleh aktor tertentu tanpa bukti. Artikel menegaskan bahwa akuntabilitas tidak 

cukup diukur dari keberadaan lembaga atau banyaknya laporan. Lembaga harus memiliki independensi, 

kewenangan, sumber daya, akses informasi, perlindungan, legitimasi, dan kemampuan menindaklanjuti. 

Reformasi yang diusulkan mencakup penguatan otonomi parlemen, meritokrasi birokrasi, transparansi lobi, 

pengelolaan konflik kepentingan, perlindungan whistleblower, audit tindak lanjut, keterbukaan algoritma 

pemerintah, jaminan ruang sipil, penguatan media publik dan lokal, serta evaluasi rutin terhadap 

keseimbangan kekuasaan. Kesimpulan utama adalah bahwa penguasa tidak pernah cukup diawasi oleh niat 

baik. Kekuasaan harus dibatasi oleh institusi, diperiksa oleh informasi, ditantang oleh organisasi independen, 

dan dapat dikoreksi oleh warga. 

Kata Kunci 
akuntabilitas; konsolidasi kekuasaan; checks and balances; pengawasan; rule of law; parlemen; peradilan; 

media; masyarakat sipil; Indonesia 

Ringkasan Eksekutif 
Akuntabilitas memiliki dua unsur: answerability, yaitu kewajiban menjelaskan keputusan, dan enforceability, 

yaitu adanya konsekuensi ketika kewenangan disalahgunakan. Transparansi tanpa konsekuensi 

menghasilkan keterbukaan simbolik. 

Checks and balances tidak bertujuan membuat pemerintah tidak dapat bertindak. Tujuannya memastikan 

keputusan besar memperoleh pemeriksaan, alasan, koreksi, dan legitimasi. Efektivitas dan pengawasan 

bukan dua tujuan yang saling meniadakan. 
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Konsolidasi kekuasaan dapat meningkatkan koordinasi jangka pendek, tetapi mengurangi kualitas informasi 

karena bawahan, koalisi, dan birokrasi enggan menyampaikan kabar buruk. Pemerintah menjadi kuat pada 

komando tetapi lemah pada pembelajaran. 

Parlemen yang mandiri, termasuk oposisi yang otonom dan memiliki kapasitas, merupakan unsur penting 

ketahanan demokrasi. Ketika legislatif tidak mampu mengawasi, kekuasaan eksekutif memperoleh ruang 

lebih luas untuk mengubah institusi. 

Peradilan serta lembaga pengawas memerlukan independensi substantif, bukan hanya formal. Proses 

pengangkatan, masa jabatan, anggaran, disiplin, akses data, dan keamanan personal menentukan. 

Akuntabilitas sosial melalui media, organisasi masyarakat, akademisi, demonstrasi, dan pengaduan 

membantu menemukan masalah yang tidak terlihat auditor formal. Ruang sipil adalah bagian infrastruktur 

pengawasan. 

Teknologi digital dapat meningkatkan transparansi, tetapi juga memperluas pengawasan negara dan kontrol 

informasi. Penggunaan algoritma pemerintah perlu inventaris, audit, penjelasan, serta hak banding. 

Reformasi perlu berfokus pada ekosistem: tidak cukup memperkuat satu lembaga jika partai, anggaran, data, 

media, dan penegakan tetap bergantung pada pusat kekuasaan. 
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1. Pendahuluan: Pertanyaan Abadi tentang Kekuasaan 
Kekuasaan diperlukan untuk memerintah. Dalam pembahasan 1. pendahuluan: pertanyaan abadi tentang 

kekuasaan, akuntabilitas perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus 

menjelaskan, memberi bukti, menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan 

hanya menjadi administrasi internal. 
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Kekuasaan cenderung memperluas dirinya. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui 

aturan, anggaran, pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, 

pengawasan perlu memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Niat baik tidak cukup. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia harus 

memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak boleh 

mengendalikan keputusan pengawas. 

Institusi mengubah insentif. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Pengawasan harus berlapis. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

2. Definisi Akuntabilitas 
Akuntabilitas menghubungkan kewenangan dan tanggung jawab. Dalam pembahasan 2. definisi 

akuntabilitas, akuntabilitas perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus 

menjelaskan, memberi bukti, menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan 

hanya menjadi administrasi internal. 

Ia berbeda dari transparansi. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, anggaran, 

pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, pengawasan perlu 

memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Ia memerlukan forum dan aktor. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia 

harus memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak 

boleh mengendalikan keputusan pengawas. 

Standar penilaian harus jelas. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Konsekuensi menjadi unsur. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

Dimensi Pertanyaan Pengawasan Indikator 

Mandat Apakah pengawas berwenang 

memeriksa? 

Dasar hukum, scope 
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Independensi Apakah keputusan bebas 

tekanan? 

Appointment, tenure 

Kapasitas Apakah sumber dan ahli 

tersedia? 

Budget, staff, data 

Transparansi Apakah proses serta temuan 

terbuka? 

Report, hearing 

Enforcement Apakah rekomendasi memiliki 

akibat? 

Sanction, follow-up 

Koreksi Apakah kebijakan berubah? Remedy, reversal 

 

3. Answerability dan Enforceability 
Pejabat wajib memberi alasan. Dalam pembahasan 3. answerability dan enforceability, akuntabilitas perlu 

dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, memberi bukti, 

menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi administrasi 

internal. 

Informasi harus dapat diuji. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, anggaran, 

pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, pengawasan perlu 

memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Forum perlu kewenangan. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia harus 

memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak boleh 

mengendalikan keputusan pengawas. 

Sanksi harus proporsional. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Koreksi lebih luas dari hukuman. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

4. Separation of Powers dan Checks and Balances 
Pemisahan mencegah monopoli. Dalam pembahasan 4. separation of powers dan checks and balances, 

akuntabilitas perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, 

memberi bukti, menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi 

administrasi internal. 
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Checks menciptakan veto serta review. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, 

anggaran, pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, 

pengawasan perlu memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Desain tidak boleh melumpuhkan. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia 

harus memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak 

boleh mengendalikan keputusan pengawas. 

Norma informal penting. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Balance perlu dipelihara. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi merusak 

checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan acceptance of 

criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

Dimensi Pertanyaan Pengawasan Indikator 

Mandat Apakah pengawas berwenang 

memeriksa? 

Dasar hukum, scope 

Independensi Apakah keputusan bebas 

tekanan? 

Appointment, tenure 

Kapasitas Apakah sumber dan ahli 

tersedia? 

Budget, staff, data 

Transparansi Apakah proses serta temuan 

terbuka? 

Report, hearing 

Enforcement Apakah rekomendasi memiliki 

akibat? 

Sanction, follow-up 

Koreksi Apakah kebijakan berubah? Remedy, reversal 

 

5. Horizontal Accountability 
Lembaga negara saling mengawasi. Dalam pembahasan 5. horizontal accountability, akuntabilitas perlu 

dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, memberi bukti, 

menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi administrasi 

internal. 

Independensi serta kapasitas menentukan. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui 

aturan, anggaran, pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, 

pengawasan perlu memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 
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Koordinasi tidak boleh menjadi kooptasi. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari 

akuntabilitas. Ia harus memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak 

yang diawasi tidak boleh mengendalikan keputusan pengawas. 

Data dibutuhkan. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, subpoena, 

keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu diikuti 

operational capacity. 

Tindak lanjut wajib. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi merusak 

checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan acceptance of 

criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

Dimensi Pertanyaan Pengawasan Indikator 

Mandat Apakah pengawas berwenang 

memeriksa? 

Dasar hukum, scope 

Independensi Apakah keputusan bebas 

tekanan? 

Appointment, tenure 

Kapasitas Apakah sumber dan ahli 

tersedia? 

Budget, staff, data 

Transparansi Apakah proses serta temuan 

terbuka? 

Report, hearing 

Enforcement Apakah rekomendasi memiliki 

akibat? 

Sanction, follow-up 

Koreksi Apakah kebijakan berubah? Remedy, reversal 

 

6. Vertical Accountability 
Pemilu memberi pilihan. Dalam pembahasan 6. vertical accountability, akuntabilitas perlu dipahami sebagai 

relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, memberi bukti, menerima penilaian, dan 

menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi administrasi internal. 

Pemilih membutuhkan informasi. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, 

anggaran, pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, 

pengawasan perlu memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Partai menjadi penghubung. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia harus 

memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak boleh 

mengendalikan keputusan pengawas. 

Masa antar-pemilu penting. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 
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Recall dan responsiveness beragam. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal 

tetapi merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

7. Social Accountability 
Warga memantau layanan dan kebijakan. Dalam pembahasan 7. social accountability, akuntabilitas perlu 

dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, memberi bukti, 

menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi administrasi 

internal. 

Media serta CSO memperluas voice. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, 

anggaran, pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, 

pengawasan perlu memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Pengaduan perlu respons. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia harus 

memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak boleh 

mengendalikan keputusan pengawas. 

Partisipasi dapat seremonial. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Perlindungan menjadi syarat. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

8. Parlemen sebagai Pengawas Eksekutif 
Legislatif menguji anggaran dan kebijakan. Dalam pembahasan 8. parlemen sebagai pengawas eksekutif, 

akuntabilitas perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, 

memberi bukti, menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi 

administrasi internal. 

Komite serta hearing penting. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, anggaran, 

pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, pengawasan perlu 

memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Koalisi dapat mengurangi otonomi. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. 

Ia harus memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi 

tidak boleh mengendalikan keputusan pengawas. 
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Kapasitas riset diperlukan. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Publikasi voting memperkuat. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

Dimensi Pertanyaan Pengawasan Indikator 

Mandat Apakah pengawas berwenang 

memeriksa? 

Dasar hukum, scope 

Independensi Apakah keputusan bebas 

tekanan? 

Appointment, tenure 

Kapasitas Apakah sumber dan ahli 

tersedia? 

Budget, staff, data 

Transparansi Apakah proses serta temuan 

terbuka? 

Report, hearing 

Enforcement Apakah rekomendasi memiliki 

akibat? 

Sanction, follow-up 

Koreksi Apakah kebijakan berubah? Remedy, reversal 

 

9. Oposisi Politik dan Ketahanan Demokrasi 
Oposisi memberi alternatif. Dalam pembahasan 9. oposisi politik dan ketahanan demokrasi, akuntabilitas 

perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, memberi bukti, 

menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi administrasi 

internal. 

Autonomi menentukan fungsi. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, 

anggaran, pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, 

pengawasan perlu memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Kooptasi melemahkan checks. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia 

harus memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak 

boleh mengendalikan keputusan pengawas. 

Oposisi tetap harus bertanggung jawab. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, 

staf, subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 
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Hak minoritas perlu. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi merusak 

checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan acceptance of 

criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

10. Peradilan dan Rule of Law 
Pengadilan menguji tindakan negara. Dalam pembahasan 10. peradilan dan rule of law, akuntabilitas perlu 

dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, memberi bukti, 

menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi administrasi 

internal. 

Independensi tidak sama impunitas. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, 

anggaran, pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, 

pengawasan perlu memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Appointment dan discipline sensitif. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. 

Ia harus memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi 

tidak boleh mengendalikan keputusan pengawas. 

Akses keadilan penting. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, subpoena, 

keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu diikuti 

operational capacity. 

Putusan harus dilaksanakan. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

Dimensi Pertanyaan Pengawasan Indikator 

Mandat Apakah pengawas berwenang 

memeriksa? 

Dasar hukum, scope 

Independensi Apakah keputusan bebas 

tekanan? 

Appointment, tenure 

Kapasitas Apakah sumber dan ahli 

tersedia? 

Budget, staff, data 

Transparansi Apakah proses serta temuan 

terbuka? 

Report, hearing 

Enforcement Apakah rekomendasi memiliki 

akibat? 

Sanction, follow-up 
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Koreksi Apakah kebijakan berubah? Remedy, reversal 

 

11. Audit, Ombudsman, dan Pengawasan Administratif 
Audit menilai kepatuhan dan kinerja. Dalam pembahasan 11. audit, ombudsman, dan pengawasan 

administratif, akuntabilitas perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus 

menjelaskan, memberi bukti, menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan 

hanya menjadi administrasi internal. 

Ombudsman menangani maladministrasi. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui 

aturan, anggaran, pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, 

pengawasan perlu memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Temuan perlu penyelesaian. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia harus 

memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak boleh 

mengendalikan keputusan pengawas. 

Duplikasi dapat terjadi. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, subpoena, 

keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu diikuti 

operational capacity. 

Keterbukaan meningkatkan pembelajaran. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat 

legal tetapi merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, 

dan acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

12. Lembaga Antikorupsi dan Integritas Publik 
Korupsi merusak akuntabilitas. Dalam pembahasan 12. lembaga antikorupsi dan integritas publik, 

akuntabilitas perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, 

memberi bukti, menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi 

administrasi internal. 

Lembaga perlu independensi. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, anggaran, 

pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, pengawasan perlu 

memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Pencegahan dan penindakan seimbang. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari 

akuntabilitas. Ia harus memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak 

yang diawasi tidak boleh mengendalikan keputusan pengawas. 

Politicization harus dihindari. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 
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Integrity system lebih luas. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

Dimensi Pertanyaan Pengawasan Indikator 

Mandat Apakah pengawas berwenang 

memeriksa? 

Dasar hukum, scope 

Independensi Apakah keputusan bebas 

tekanan? 

Appointment, tenure 

Kapasitas Apakah sumber dan ahli 

tersedia? 

Budget, staff, data 

Transparansi Apakah proses serta temuan 

terbuka? 

Report, hearing 

Enforcement Apakah rekomendasi memiliki 

akibat? 

Sanction, follow-up 

Koreksi Apakah kebijakan berubah? Remedy, reversal 

 

13. Birokrasi Profesional dan Loyalitas 
Merit menjaga kapasitas. Dalam pembahasan 13. birokrasi profesional dan loyalitas, akuntabilitas perlu 

dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, memberi bukti, 

menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi administrasi 

internal. 

Loyalitas konstitusional berbeda personal. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui 

aturan, anggaran, pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, 

pengawasan perlu memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Mutasi dapat menjadi kontrol. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia harus 

memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak boleh 

mengendalikan keputusan pengawas. 

Whistleblowing perlu aman. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Data profesional melindungi keputusan. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal 

tetapi merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 
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Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

14. Media, Informasi, dan Kebebasan Pers 
Media mengungkap dan menjelaskan. Dalam pembahasan 14. media, informasi, dan kebebasan pers, 

akuntabilitas perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, 

memberi bukti, menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi 

administrasi internal. 

Konsentrasi kepemilikan berisiko. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, 

anggaran, pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, 

pengawasan perlu memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Tekanan ekonomi memengaruhi. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia 

harus memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak 

boleh mengendalikan keputusan pengawas. 

Akses informasi diperlukan. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Keselamatan jurnalis penting. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

15. Masyarakat Sipil dan Ruang Kritik 
CSO mengagregasi kepentingan. Dalam pembahasan 15. masyarakat sipil dan ruang kritik, akuntabilitas 

perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, memberi bukti, 

menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi administrasi 

internal. 

Kritik membantu koreksi. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, anggaran, 

pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, pengawasan perlu 

memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Regulasi harus proporsional. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia harus 

memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak boleh 

mengendalikan keputusan pengawas. 

Pendanaan memengaruhi independensi. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses 

data, staf, subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority 

perlu diikuti operational capacity. 
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Ruang digital juga penting. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

16. Konflik Kepentingan, Lobi, dan Revolving Door 
Pengaruh dapat legal tetapi timpang. Dalam pembahasan 16. konflik kepentingan, lobi, dan revolving door, 

akuntabilitas perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, 

memberi bukti, menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi 

administrasi internal. 

Disclosure membantu. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, anggaran, 

pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, pengawasan perlu 

memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Recusal diperlukan. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia harus memiliki 

mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak boleh 

mengendalikan keputusan pengawas. 

Lobi perlu register. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, subpoena, 

keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu diikuti 

operational capacity. 

Revolving door membawa risiko. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

17. Anggaran sebagai Instrumen Kekuasaan 
Anggaran menentukan kapasitas lembaga. Dalam pembahasan 17. anggaran sebagai instrumen kekuasaan, 

akuntabilitas perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, 

memberi bukti, menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi 

administrasi internal. 

Pemotongan dapat melemahkan pengawas. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui 

aturan, anggaran, pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, 

pengawasan perlu memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Dana diskresi meningkatkan risiko. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. 

Ia harus memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi 

tidak boleh mengendalikan keputusan pengawas. 
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Transparansi realokasi penting. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Parlemen perlu data. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi merusak 

checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan acceptance of 

criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

18. Pengawasan Digital dan Algoritma Pemerintah 
Data meningkatkan efektivitas. Dalam pembahasan 18. pengawasan digital dan algoritma pemerintah, 

akuntabilitas perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, 

memberi bukti, menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi 

administrasi internal. 

Surveillance mengancam hak. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, anggaran, 

pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, pengawasan perlu 

memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Algoritma perlu audit. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia harus 

memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak boleh 

mengendalikan keputusan pengawas. 

Vendor dapat mengendalikan informasi. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses 

data, staf, subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority 

perlu diikuti operational capacity. 

Hak banding harus tersedia. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

19. Keadaan Darurat dan Pelebaran Wewenang 
Krisis memerlukan kecepatan. Dalam pembahasan 19. keadaan darurat dan pelebaran wewenang, 

akuntabilitas perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, 

memberi bukti, menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi 

administrasi internal. 

Wewenang dapat menetap. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, anggaran, 

pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, pengawasan perlu 

memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 
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Sunset clause penting. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia harus 

memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak boleh 

mengendalikan keputusan pengawas. 

Oversight tidak boleh hilang. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Review ex post diperlukan. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

20. Konsolidasi Koalisi dan Pelemahan Kompetisi 
Koalisi besar memberi stabilitas. Dalam pembahasan 20. konsolidasi koalisi dan pelemahan kompetisi, 

akuntabilitas perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, 

memberi bukti, menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi 

administrasi internal. 

Kompetisi dapat menyusut. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, anggaran, 

pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, pengawasan perlu 

memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Patronase memperluas dukungan. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia 

harus memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak 

boleh mengendalikan keputusan pengawas. 

Partai kehilangan diferensiasi. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Checks internal diperlukan. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

21. Indonesia: Akuntabilitas dalam Sistem Presidensial Multipartai 
Presidensialisme memerlukan koalisi. Dalam pembahasan 21. indonesia: akuntabilitas dalam sistem 

presidensial multipartai, akuntabilitas perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang 

mandat harus menjelaskan, memberi bukti, menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi 

tersebut, laporan hanya menjadi administrasi internal. 
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Multipartai menciptakan bargaining. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, 

anggaran, pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, 

pengawasan perlu memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Desentralisasi menambah arena. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia 

harus memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak 

boleh mengendalikan keputusan pengawas. 

Lembaga formal cukup banyak. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Kualitas independensi bervariasi. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

22. Studi Kasus Analitis 
Kasus menunjukkan mekanisme. Dalam pembahasan 22. studi kasus analitis, akuntabilitas perlu dipahami 

sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, memberi bukti, menerima 

penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi administrasi internal. 

Tidak semua konsolidasi buruk. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, 

anggaran, pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, 

pengawasan perlu memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Bukti dan proses penting. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia harus 

memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak boleh 

mengendalikan keputusan pengawas. 

Remedy perlu proporsional. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Monitoring berkelanjutan. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

23. Kerangka Diagnosis Akuntabilitas 
Mandat forum dipetakan. Dalam pembahasan 23. kerangka diagnosis akuntabilitas, akuntabilitas perlu 

dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, memberi bukti, 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Siapa Mengawasi Penguasa? Tantangan Akuntabilitas pada Era Konsolidasi Kekuasaan 
 
 

 

Halaman 20 

menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi administrasi 

internal. 

Independensi diuji. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, anggaran, 

pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, pengawasan perlu 

memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Informasi serta sumber dinilai. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia 

harus memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak 

boleh mengendalikan keputusan pengawas. 

Enforcement diperiksa. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, subpoena, 

keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu diikuti 

operational capacity. 

Koreksi menjadi outcome. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

Dimensi Pertanyaan Pengawasan Indikator 

Mandat Apakah pengawas berwenang 

memeriksa? 

Dasar hukum, scope 

Independensi Apakah keputusan bebas 

tekanan? 

Appointment, tenure 

Kapasitas Apakah sumber dan ahli 

tersedia? 

Budget, staff, data 

Transparansi Apakah proses serta temuan 

terbuka? 

Report, hearing 

Enforcement Apakah rekomendasi memiliki 

akibat? 

Sanction, follow-up 

Koreksi Apakah kebijakan berubah? Remedy, reversal 

 

24. Peta Jalan Reformasi 2026-2035 
Parlemen diperkuat. Dalam pembahasan 24. peta jalan reformasi 2026-2035, akuntabilitas perlu dipahami 

sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, memberi bukti, menerima 

penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi administrasi internal. 

Integritas serta konflik dibenahi. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, 

anggaran, pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, 

pengawasan perlu memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 
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Ruang sipil dilindungi. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia harus 

memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak boleh 

mengendalikan keputusan pengawas. 

Data serta algoritma dibuka. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Indikator keseimbangan diterbitkan. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal 

tetapi merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 

25. Kesimpulan: Kekuasaan yang Dapat Dikoreksi 
Pengawasan bukan gangguan. Dalam pembahasan 25. kesimpulan: kekuasaan yang dapat dikoreksi, 

akuntabilitas perlu dipahami sebagai relasi kekuasaan. Pihak yang memegang mandat harus menjelaskan, 

memberi bukti, menerima penilaian, dan menghadapi koreksi. Tanpa relasi tersebut, laporan hanya menjadi 

administrasi internal. 

Kekuasaan perlu batas. Konsolidasi kekuasaan sering terjadi secara bertahap melalui aturan, anggaran, 

pengangkatan, koalisi, dan kebiasaan. Tidak selalu ada satu tindakan dramatis. Karena itu, pengawasan perlu 

memperhatikan pola kumulatif dan perubahan insentif. 

Institusi harus mandiri. Independensi tidak berarti lembaga pengawas bebas dari akuntabilitas. Ia harus 

memiliki mandat, prosedur, transparansi, dan evaluasi. Perbedaannya adalah pihak yang diawasi tidak boleh 

mengendalikan keputusan pengawas. 

Warga menjadi pengawas akhir. Informasi merupakan sumber daya utama. Lembaga tanpa akses data, staf, 

subpoena, keahlian, atau perlindungan tidak dapat mengawasi secara substantif. Formal authority perlu 

diikuti operational capacity. 

Koreksi adalah ukuran demokrasi. Norma demokratis melengkapi hukum. Banyak tindakan dapat legal tetapi 

merusak checks jika digunakan secara agresif atau selektif. Self-restraint, respect for opposition, dan 

acceptance of criticism menjaga institusi. 

Prinsip reformasi adalah plural oversight. Tidak ada satu lembaga yang selalu benar. Akuntabilitas menjadi 

kuat ketika parlemen, pengadilan, audit, media, masyarakat, pemilu, dan birokrasi profesional saling 

melengkapi serta saling memeriksa. 
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Studi Kasus Analitis 

Kasus 1: Parlemen dengan Koalisi Sangat Besar 

Pemerintah memiliki dukungan mayoritas yang luas. Stabilitas legislatif meningkat, tetapi hearing, hak 

minoritas, dan investigasi dapat melemah. Remedy meliputi hak komite oposisi, public hearing, serta budget 

office independen. 

Analisis kasus harus membedakan risiko kelembagaan dari tuduhan hukum. Konsentrasi, konflik, atau 

kelemahan prosedur merupakan indikator yang memerlukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis adanya 

kejahatan. 

Kasus 2: Pengawas dengan Anggaran Bergantung 
Lembaga formal independen tetapi anggarannya dapat dipotong oleh pihak yang diperiksa. Independensi 

substantif lemah. Multi-year funding serta formula transparan membantu. 

Analisis kasus harus membedakan risiko kelembagaan dari tuduhan hukum. Konsentrasi, konflik, atau 

kelemahan prosedur merupakan indikator yang memerlukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis adanya 

kejahatan. 

Kasus 3: Peradilan di Bawah Tekanan Pengangkatan 
Proses pengangkatan hakim didominasi aktor politik. Keterlibatan politik tidak selalu salah, tetapi 

transparansi, kriteria, panel plural, dan security of tenure diperlukan. 

Analisis kasus harus membedakan risiko kelembagaan dari tuduhan hukum. Konsentrasi, konflik, atau 

kelemahan prosedur merupakan indikator yang memerlukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis adanya 

kejahatan. 

Kasus 4: Audit tanpa Tindak Lanjut 
Auditor menemukan masalah berulang, tetapi rekomendasi tidak selesai. Jumlah laporan tinggi tidak berarti 

akuntabilitas. Dashboard tindak lanjut dan hearing diperlukan. 

Analisis kasus harus membedakan risiko kelembagaan dari tuduhan hukum. Konsentrasi, konflik, atau 

kelemahan prosedur merupakan indikator yang memerlukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis adanya 

kejahatan. 

Kasus 5: Lembaga Antikorupsi yang Dipolitisasi 

Penegakan hanya menargetkan lawan atau melindungi sekutu. Independensi penuntutan, case allocation, 

judicial review, dan statistik terbuka membantu. 

Analisis kasus harus membedakan risiko kelembagaan dari tuduhan hukum. Konsentrasi, konflik, atau 

kelemahan prosedur merupakan indikator yang memerlukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis adanya 

kejahatan. 

Kasus 6: Whistleblower Tanpa Perlindungan 
Pegawai melaporkan penyimpangan lalu dimutasi. Sistem pelaporan formal menjadi jebakan. Confidential 

channel, anti-retaliation, dan remedy penting. 
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Analisis kasus harus membedakan risiko kelembagaan dari tuduhan hukum. Konsentrasi, konflik, atau 

kelemahan prosedur merupakan indikator yang memerlukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis adanya 

kejahatan. 

Kasus 7: Algoritma Penyaluran Bantuan 
Sistem otomatis menolak warga tanpa alasan. Pemerintah mengandalkan vendor. Inventaris algoritma, audit 

data, explanation, dan human appeal diperlukan. 

Analisis kasus harus membedakan risiko kelembagaan dari tuduhan hukum. Konsentrasi, konflik, atau 

kelemahan prosedur merupakan indikator yang memerlukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis adanya 

kejahatan. 

Kasus 8: Media Bergantung Iklan Pemerintah 

Media kritis kehilangan iklan publik. Alokasi iklan harus berdasarkan kriteria terbuka dan tidak memengaruhi 

editorial. 

Analisis kasus harus membedakan risiko kelembagaan dari tuduhan hukum. Konsentrasi, konflik, atau 

kelemahan prosedur merupakan indikator yang memerlukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis adanya 

kejahatan. 

Kasus 9: Keadaan Darurat Berkepanjangan 
Wewenang darurat terus digunakan setelah krisis. Sunset, renewal oleh parlemen, judicial review, dan 

laporan diperlukan. 

Analisis kasus harus membedakan risiko kelembagaan dari tuduhan hukum. Konsentrasi, konflik, atau 

kelemahan prosedur merupakan indikator yang memerlukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis adanya 

kejahatan. 

Kasus 10: Konsultasi Publik setelah Keputusan 
Pemerintah membuka konsultasi ketika pilihan utama telah ditetapkan. Partisipasi menjadi legitimasi 

simbolik. Consultation harus dilakukan saat opsi masih terbuka. 

Analisis kasus harus membedakan risiko kelembagaan dari tuduhan hukum. Konsentrasi, konflik, atau 

kelemahan prosedur merupakan indikator yang memerlukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis adanya 

kejahatan. 

Kasus 11: Kooptasi Organisasi Masyarakat 

Organisasi diberi dana dan posisi, lalu kritik melemah. Pendanaan arm's-length serta pluralitas menjaga 

independensi. 

Analisis kasus harus membedakan risiko kelembagaan dari tuduhan hukum. Konsentrasi, konflik, atau 

kelemahan prosedur merupakan indikator yang memerlukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis adanya 

kejahatan. 

Kasus 12: Pengadaan dengan Konflik Kepentingan 
Pejabat memiliki hubungan dengan vendor. Beneficial ownership, recusal, audit, dan complaint mechanism 

menjadi alat kontrol. 
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Analisis kasus harus membedakan risiko kelembagaan dari tuduhan hukum. Konsentrasi, konflik, atau 

kelemahan prosedur merupakan indikator yang memerlukan pemeriksaan, bukan bukti otomatis adanya 

kejahatan. 

Pendalaman Teoretis dan Institusional 

A. Horizontal Accountability 
Guillermo O'Donnell menggunakan konsep horizontal accountability untuk menggambarkan lembaga negara 

yang memiliki kewenangan dan kemampuan mengawasi, menyelidiki, serta memberi sanksi kepada lembaga 

lain. Konsep ini menekankan bahwa pemilu saja tidak cukup. 

Horizontal accountability membutuhkan jaringan, karena penyimpangan sering melibatkan lebih dari satu 

lembaga. Auditor menemukan, penegak menyelidiki, pengadilan memutus, dan parlemen memperbaiki 

aturan. 

Fragmentasi tanpa koordinasi dapat membuat perkara terhenti. Namun koordinasi yang dikendalikan 

eksekutif dapat melemahkan independensi. Protocol dan information sharing perlu dibatasi hukum. 

Lembaga pengawas juga dapat mengalami mission creep atau politicization. Peer review, transparency, dan 

judicial oversight diperlukan. 

Outcome utama bukan banyaknya perkara, tetapi pencegahan, koreksi, dan kepatuhan yang meningkat. 

B. Vertical Accountability dan Pemilu 
Pemilu memberikan kesempatan mengganti penguasa, tetapi interval panjang dan informasi terbatas. 

Incumbent memiliki keuntungan sumber daya serta visibilitas. 

Electoral accountability membutuhkan kompetisi yang adil, media plural, administrasi independen, 

pembiayaan transparan, dan hak oposisi. 

Pemilih menilai banyak isu sekaligus, sehingga pelanggaran tertentu dapat tertutup popularitas program lain. 

Horizontal serta social accountability mengisi. 

Politik identitas dan polarisasi dapat membuat pemilih memaafkan penyimpangan pihak sendiri. Institutional 

loyalty perlu melampaui partisan loyalty. 

Pemilu penting tetapi bukan izin kosong selama masa jabatan. 

C. Diagonal Accountability 

Diagonal accountability menggambarkan keterlibatan warga dalam lembaga formal, seperti social audit, 

citizen oversight, public hearing, dan participatory budgeting. 

Model ini menggabungkan kapasitas negara dan informasi masyarakat. Warga memperoleh akses formal, 

sementara pemerintah mendapatkan data serta legitimacy. 

Risiko tokenism muncul bila warga tidak memiliki informasi atau keputusan. Selection peserta juga dapat 

dikuasai elite. 

Stipend, facilitation, data, dan response rule meningkatkan kualitas. Random selection dapat memperluas 

representasi. 

Diagonal accountability cocok untuk layanan dan anggaran, tetapi tidak mengganti investigasi profesional. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Siapa Mengawasi Penguasa? Tantangan Akuntabilitas pada Era Konsolidasi Kekuasaan 
 
 

 

Halaman 25 

D. Democratic Backsliding dan Executive Aggrandizement 
Democratic backsliding modern sering berlangsung melalui executive aggrandizement: pelemahan checks 

secara legal dan bertahap, bukan kudeta. Perubahan aturan, appointment, budget, dan procedure digunakan. 

Proses ini sulit dilawan karena setiap langkah dapat tampak kecil. Koalisi pro-demokrasi perlu memantau 

cumulative effect. 

Legislatif yang dikuasai atau oposisi tidak otonom mempercepat. Peradilan, media, dan civil society menjadi 

garis pertahanan lain. 

Backsliding dapat memperoleh dukungan publik karena pemerintah efektif atau lawan tidak dipercaya. 

Akuntabilitas perlu dikaitkan dengan kualitas layanan, bukan hanya abstraksi. 

Democratic resilience bergantung pada institutions, norms, and organized citizens. 

E. Rule of Law versus Rule by Law 
Rule of law menempatkan pemerintah di bawah hukum yang umum, stabil, dan dapat diuji. Rule by law 

menggunakan hukum sebagai alat penguasa tanpa kesetaraan. 

Legal formalism tidak cukup. Selective enforcement, vague offense, dan emergency exception dapat merusak 

meski prosedur diikuti. 

Judicial independence, prosecutorial discretion, legal aid, dan due process menjadi indikator. 

Pejabat juga memerlukan legal certainty agar berani mengambil keputusan. Accountability tidak boleh 

menjadi kriminalisasi kesalahan kebijakan tanpa unsur. 

Balance antara enforcement dan administrative learning penting. 

F. Principal-Agent dan Multiple Principals 
Dalam teori principal-agent, warga sebagai principal mendelegasikan kepada pejabat sebagai agent. Masalah 

informasi dan kepentingan muncul. Monitoring serta incentive diperlukan. 

Namun demokrasi memiliki multiple principals: warga, parlemen, pengadilan, partai, dan kelompok. Mandat 

dapat bertentangan. 

Pejabat dapat forum shop atau menggunakan konflik antarpengawas. Clarity dan coordination dibutuhkan. 

Accountability overload juga terjadi ketika pegawai menghadapi terlalu banyak laporan, sehingga fokus 

bergeser dari layanan. Risk-based oversight lebih baik. 

Model stewardship melengkapi dengan trust serta professional norms. 

G. Integrity System 
Integritas publik tidak hanya ditopang lembaga antikorupsi. Ia mencakup procurement, conflict, asset 

declaration, political finance, audit, merit, transparency, whistleblowing, dan ethics. 

Jika satu komponen lemah, penyimpangan berpindah saluran. Misalnya, larangan sumbangan formal dapat 

diganti third-party support. 

OECD menekankan whole-of-government integrity approach. Risk mapping dan culture penting selain 

compliance. 

Leadership tone memengaruhi. Pejabat yang mengabaikan conflict kecil memberi signal. 
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Integrity system perlu data lintas lembaga dengan privacy serta due process. 

H. Legislative Oversight 

Parlemen mengawasi melalui pertanyaan, komite, investigasi, budget, confirmation, dan legislation. 

Kapasitas bergantung staf, waktu, data, dan hak minoritas. 

OECD Government at a Glance 2025 menekankan bahwa prosedur legislatif dan scrutiny membatasi 

konsentrasi kekuasaan. Kepercayaan publik terhadap kemampuan parlemen mengawasi pemerintah masih 

terbatas di banyak negara. 

Majority rule diperlukan untuk memutuskan, tetapi minority rights menjaga oversight. Chair komite tertentu 

dapat diberikan kepada oposisi. 

Public accounts committee dan budget office meningkatkan continuity. Laporan perlu follow-up. 

Parliamentary transparency mencakup agenda, voting, amendment, hearing, dan conflict. 

I. Judicial Accountability 
Independensi pengadilan bukan kebebasan tanpa standar. Hakim tetap accountable melalui alasan putusan, 

appeal, ethics, discipline independen, dan transparency. 

Tekanan dapat berasal dari appointment, budget, media campaign, keamanan, atau promosi. Institutional 

safeguards perlu. 

Court packing dan perubahan yurisdiksi dapat legal tetapi mengubah balance. Analisis perlu melihat purpose 

serta cumulative effect. 

Akses ke pengadilan menentukan apakah warga dapat menguji negara. Biaya, waktu, dan standing penting. 

Pelaksanaan putusan adalah ujian rule of law. Pemerintah yang mengabaikan putusan melemahkan. 

J. Media Accountability dan Akuntabilitas Media 
Media mengawasi pemerintah melalui investigasi, framing, dan agenda setting. Kepemilikan, iklan, akses, 

serta hukum memengaruhi. 

Media juga perlu akuntabilitas melalui koreksi, sumber, ethics, dan complaint. Kebebasan pers tidak berarti 

tanpa tanggung jawab. 

SLAPP dan intimidasi hukum dapat membungkam. Anti-SLAPP serta legal aid membantu. 

Media publik harus independen dari pemerintah dan pasar. Governance board plural serta funding stabil 

diperlukan. 

Platform digital mengubah distribusi dan pendapatan. Pluralitas perlu kebijakan baru. 

Kerangka Diagnosis Akuntabilitas 
Dimensi Pertanyaan Diagnosis Tanda Risiko Tinggi 

Konsentrasi Apakah keputusan terpusat pada 

sedikit aktor? 

Koalisi dan appointment 

terkendali 
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Independensi Bisakah pengawas bertindak 

tanpa pembalasan? 

Mutasi, budget cut, intimidasi 

Informasi Apakah data dapat diperoleh 

serta diuji? 

Kerahasiaan luas, statistik lemah 

Kapasitas Apakah pengawas memiliki 

sumber? 

Staf dan ahli tidak cukup 

Pluralitas Apakah ada forum alternatif? Media, oposisi, CSO lemah 

Enforcement Apakah pelanggaran memiliki 

konsekuensi? 

Temuan berulang 

Remedy Apakah warga dapat 

memperoleh koreksi? 

Appeal tidak efektif 

Norma Apakah kritik dipandang sah? Loyalitas personal dominan 

 

Lima Skenario Akuntabilitas Indonesia 2035 

Skenario 1: Konsolidasi Efektif dengan Pengawasan Lemah 

Pemerintah mampu menjalankan program, tetapi parlemen, media, serta pengawas kurang otonom. 

Kesalahan besar terlambat diketahui. 

Skenario 2: Fragmentasi Pengawasan 
Banyak lembaga saling bersaing, tetapi koordinasi serta tindak lanjut lemah. Akuntabilitas menghasilkan 

laporan tanpa koreksi. 

Skenario 3: Akuntabilitas Selektif 

Penegakan kuat terhadap lawan dan lemah terhadap sekutu. Publik kehilangan kepercayaan pada hukum. 

Skenario 4: Transparansi Digital tanpa Hak 

Data pemerintah terbuka, tetapi surveillance, algoritma, dan vendor tidak dapat digugat. Transparansi 

berjalan satu arah. 

Skenario 5: Akuntabilitas Berlapis dan Adaptif 
Parlemen, peradilan, audit, media, birokrasi, masyarakat, dan teknologi saling melengkapi. Pemerintah tetap 

mampu bertindak dan dikoreksi. 

Balanced Scorecard Akuntabilitas 
Perspektif Tujuan Indikator Risiko 

Legislatif Scrutiny efektif Hearing, amendment Rubber stamp 
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Hukum Pemerintah tunduk 

hukum 

Review, compliance Selective law 

Integritas Conflict dikelola Disclosure, recusal Capture 

Administrasi Birokrasi profesional Merit, whistleblowing Loyalism 

Informasi Data plural dan terbuka FOI, statistics Propaganda 

Sosial Ruang kritik aman Media, CSO Intimidation 

Digital Algoritma dapat diuji Inventory, appeal Surveillance 

Koreksi Temuan mengubah 

kebijakan 

Follow-up, remedy Ritual oversight 

 

Peta Jalan Reformasi 2026-2035 

Tahap 1: Pemetaan Keseimbangan Kekuasaan (2026-2027) 

Inventaris kewenangan, appointment, budget dependency, data access, conflict, dan mekanisme tindak lanjut 

seluruh pengawas. 

Tahap 2: Parlemen dan Hak Minoritas (2026-2029) 
Perkuat budget office, committee staff, public hearing, hak penyelidikan, publication voting, dan chair 

oposisi pada komite tertentu. 

Tahap 3: Integritas dan Konflik Kepentingan (2027-2030) 
Bangun register lobi, beneficial ownership, asset declaration, recusal, cooling-off, serta open contracting. 

Tahap 4: Perlindungan Pengawas dan Whistleblower (2026-2031) 

Jamin tenure, funding, anti-retaliation, keamanan, dan remedy bagi auditor, penegak, jurnalis, akademisi, 

serta pelapor. 

Tahap 5: Akuntabilitas Digital (2027-2032) 

Inventaris algoritma pemerintah, impact assessment, audit, disclosure, human review, dan hak banding. 

Tahap 6: Social Accountability (2027-2033) 
Perkuat freedom of information, media lokal, CSO, complaint, citizen audit, dan participatory budgeting. 

Tahap 7: Accountability Review (2029-2035) 
Terbitkan laporan tahunan Checks and Balances Indonesia dengan indikator independensi, kapasitas, 

enforcement, dan koreksi. 

Dua Belas Rekomendasi Prioritas 
Pertama, memperkuat kapasitas riset dan hak pengawasan parlemen. 
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Kedua, melindungi hak minoritas dan oposisi agar tetap otonom. 

Ketiga, menjamin anggaran serta masa jabatan lembaga pengawas secara transparan. 

Keempat, membangun register lobi, konflik kepentingan, dan revolving door. 

Kelima, memperkuat beneficial ownership serta open contracting. 

Keenam, melindungi whistleblower dari mutasi, gugatan, dan intimidasi. 

Ketujuh, memastikan rekomendasi audit dan ombudsman memiliki tindak lanjut terbuka. 

Kedelapan, menjaga independensi peradilan sekaligus akuntabilitas etik. 

Kesembilan, melindungi media, akademisi, dan organisasi masyarakat dari pembalasan. 

Kesepuluh, menginventarisasi serta mengaudit algoritma pemerintah. 

Kesebelas, memberi warga hak penjelasan, pengaduan, dan pemulihan. 

Keduabelas, mengukur akuntabilitas dari koreksi nyata, bukan jumlah laporan. 

Implikasi bagi Manajemen dan Pendidikan Tinggi 
Manajemen publik harus memahami bahwa pengawasan bukan hambatan administratif, tetapi mekanisme 

kualitas dan pembelajaran. Organisasi yang menekan kabar buruk cenderung membuat keputusan yang 

semakin lemah. 

Direksi serta pimpinan lembaga perlu membangun three lines model yang tidak hanya formal. Fungsi risiko, 

compliance, audit internal, dan dewan harus memiliki data serta akses. 

Perguruan tinggi berperan sebagai penghasil pengetahuan independen dan ruang kritik. Partnership dengan 

pemerintah serta bisnis perlu disclosure, academic freedom, dan publication rights. 

Kurikulum manajemen perlu mengajarkan accountability design, conflict of interest, whistleblowing, audit, 

political economy, data governance, dan ethics of power. 

Mahasiswa dapat melakukan oversight mapping, budget tracking, open contracting analysis, dan algorithmic 

accountability assessment. 

PLS-SEM dapat menguji pengaruh independensi pengawasan terhadap public trust yang dimediasi perceived 

fairness dan dimoderasi transparency. 

Program eksekutif dapat melatih pimpinan dalam menerima challenge, mengelola conflict, dan merespons 

temuan tanpa defensif. 

Pemimpin yang kuat bukan pemimpin tanpa kritik, melainkan pemimpin yang menciptakan sistem sehingga 

kritik berkualitas dapat masuk sebelum kesalahan menjadi krisis. 

Glossarium 
Accountability ecosystem: Jaringan lembaga dan aktor yang bersama-sama mengawasi kekuasaan. 

Answerability: Kewajiban menjelaskan dan membenarkan keputusan. 

Checks and balances: Mekanisme saling membatasi antara cabang dan lembaga kekuasaan. 

Conflict of interest: Situasi ketika kepentingan pribadi dapat memengaruhi tugas publik. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Siapa Mengawasi Penguasa? Tantangan Akuntabilitas pada Era Konsolidasi Kekuasaan 
 
 

 

Halaman 30 

Diagonal accountability: Keterlibatan warga dalam mekanisme pengawasan formal. 

Enforceability: Kemampuan menerapkan konsekuensi atau koreksi. 

Executive aggrandizement: Perluasan kekuasaan eksekutif secara bertahap melalui jalur legal. 

Horizontal accountability: Pengawasan antarlembaga negara. 

Judicial independence: Kemandirian pengadilan dalam memutus tanpa tekanan tidak sah. 

Legislative oversight: Pengawasan parlemen terhadap pemerintah. 

Ombudsman: Lembaga yang menangani maladministrasi dan keluhan pelayanan. 

Open contracting: Keterbukaan pengadaan dari perencanaan hingga pelaksanaan. 

Regulatory capture: Kondisi ketika pengawas lebih melayani pihak yang diawasi. 

Revolving door: Perpindahan personel antara pemerintah dan pihak berkepentingan. 

Rule by law: Penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan. 

Rule of law: Prinsip bahwa pemerintah dan warga tunduk pada hukum yang adil. 

Social accountability: Pengawasan oleh warga, media, dan masyarakat sipil. 

SLAPP: Gugatan strategis untuk membungkam partisipasi publik. 

Vertical accountability: Pertanggungjawaban penguasa kepada warga melalui pemilu. 

Whistleblower: Orang yang melaporkan pelanggaran dari dalam organisasi. 

Sunset clause: Ketentuan berakhir otomatis kecuali diperpanjang setelah peninjauan. 

Merit system: Pengelolaan aparatur berdasarkan kompetensi dan kinerja. 

Recusal: Pengunduran diri dari keputusan karena konflik kepentingan. 

Public accounts committee: Komite parlemen yang menelaah penggunaan anggaran. 

Democratic resilience: Kemampuan demokrasi menahan dan memulihkan kemunduran. 
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V-Dem Democracy Report 2026 menempatkan demokrasi sebagai konsep multidimensi yang mencakup 

prinsip electoral, liberal, participatory, deliberative, dan egalitarian. Kemunduran pada checks, civil liberties, 

dan deliberation dapat terjadi walaupun pemilu tetap berlangsung. 

Analisis komparatif V-Dem mengenai pengawasan legislatif menunjukkan bahwa oposisi yang otonom dan 

mampu menjalankan fungsi oversight merupakan unsur penting democratic resilience. Ketika oposisi 

kehilangan kemandirian, eksekutif memperoleh ruang lebih luas untuk melemahkan institusi. 

Pembahasan Indonesia dalam artikel ini bersifat institusional dan normatif. Penilaian mengenai pelanggaran 

oleh pejabat, partai, lembaga, atau perusahaan tertentu harus berdasarkan data, proses hukum, dan sumber 

yang dapat diverifikasi. 

Penutup Reflektif 
Pertanyaan siapa mengawasi penguasa tidak memiliki jawaban tunggal. Penguasa diawasi oleh hukum, 

lembaga, warga, informasi, profesi, dan norma. Jika salah satu gagal, yang lain perlu bekerja. 

Akuntabilitas bukan tanda ketidakpercayaan personal. Ia merupakan desain untuk menghadapi keterbatasan 

manusia, conflict, informasi, dan insentif. 

Pemimpin yang baik dapat digantikan pemimpin yang buruk. Institusi perlu dirancang untuk keduanya. Niat 

baik tidak dapat menjadi konstitusi. 

Konsolidasi dapat memberi kecepatan, tetapi kecepatan tanpa review meningkatkan risiko kesalahan besar. 

Oversight yang cerdas dilakukan sejak awal, bukan hanya setelah skandal. 

Parlemen harus mampu mengatakan tidak, meminta data, mengubah anggaran, dan menyelidiki. Koalisi 

pemerintah tidak menghapus fungsi konstitusional. 

Oposisi bukan musuh negara. Oposisi yang bertanggung jawab memberi alternatif, memeriksa, dan 

mempersiapkan pergantian secara damai. 

Peradilan menjaga batas hukum, tetapi juga harus transparan serta berintegritas. Independensi dan 

accountability saling melengkapi. 

Birokrasi profesional merupakan pengawas internal yang sering dilupakan. Aparatur yang berani 

menyampaikan fakta mencegah kebijakan buruk. 

Media serta masyarakat sipil membawa informasi yang tidak dimiliki pemerintah. Membungkam kritik 

berarti menutup sensor penting sistem. 

Whistleblower adalah ujian etika organisasi. Sistem yang menghukum pembawa kabar buruk memilih 

kenyamanan daripada kebenaran. 

Teknologi tidak otomatis meningkatkan akuntabilitas. Dashboard dapat terbuka sementara algoritma, data, 

dan keputusan tetap opaque. 

Akuntabilitas yang baik tidak hanya menghukum. Ia memperbaiki proses, memulihkan hak, dan mencegah 

pengulangan. 

Indonesia memerlukan pemerintah yang mampu bertindak dan ekosistem yang mampu mengoreksi. Kedua 

kapasitas tersebut merupakan kekuatan nasional. 

Demokrasi tidak diukur hanya dari siapa menang, tetapi apakah pemenang tetap tunduk pada aturan, kritik, 

dan kemungkinan kalah pada masa depan. 
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Pada akhirnya, penguasa diawasi oleh warga yang terorganisasi melalui institusi yang independen. Tugas 

pembangunan demokrasi adalah memastikan organisasi serta institusi itu tidak pernah kehilangan suara, 

sumber daya, dan keberanian. 

Catatan Penulis 
Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan tata kelola publik. 

Kajian menggunakan literatur dan perkembangan internasional yang tersedia sampai Agustus 2026. 
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Pendalaman Komprehensif: Arena, Mekanisme, dan Risiko Akuntabilitas 

A. Akuntabilitas Politik dalam Pemerintahan Koalisi 

Koalisi diperlukan dalam sistem presidensial multipartai agar pemerintah memperoleh dukungan legislatif 

dan mampu menjalankan program. Namun koalisi yang terlalu luas dapat mengurangi insentif partai untuk 

memeriksa pemerintah. Kritik internal dipandang sebagai ancaman terhadap pembagian posisi, akses 

anggaran, atau stabilitas. 

Akuntabilitas tidak mensyaratkan oposisi selalu menolak. Oposisi yang berkualitas dapat mendukung 

kebijakan baik, tetapi tetap meminta bukti, menolak konflik kepentingan, dan menawarkan alternatif. Yang 

penting adalah otonomi organisasi serta kemampuan bersuara. 

Partai dalam koalisi juga dapat menjadi pengawas internal melalui caucus, komite, dan mekanisme deliberasi. 

Jika keputusan hanya ditentukan elite sempit, fungsi tersebut hilang. 

Hak minoritas parlemen, seperti memanggil pejabat, meminta dokumen, membentuk panitia, dan 

mengajukan pendapat, perlu dilindungi meski tidak mengubah keputusan akhir. Pengawasan memerlukan 

hak prosedural, bukan hanya jumlah kursi. 

Koalisi yang stabil dan akuntabel dapat dibangun melalui kesepakatan program terbuka, pembagian tanggung 

jawab, serta evaluasi berkala. Koalisi berbasis transaksi jabatan cenderung melemahkan checks. 

B. Akuntabilitas Presiden dan Pusat Eksekutif 
Presiden memerlukan pusat pemerintahan yang mampu mengoordinasikan kementerian, menetapkan 

prioritas, serta memantau hasil. Penguatan pusat eksekutif dapat memperbaiki coherence, tetapi juga 

memusatkan informasi dan appointment. 

Unit presiden harus tunduk pada hukum, audit, pengadaan, serta disclosure. Label strategis atau khusus tidak 

boleh menciptakan wilayah bebas pengawasan. 

Presidential instruction dan regulation perlu mengikuti hierarki serta consultation. Penggunaan instrumen 

eksekutif yang terlalu luas dapat mengurangi peran legislatif. 

Advisory body dan special envoy dapat membawa expertise, tetapi mandat, pembiayaan, conflict, dan output 

perlu terbuka. Struktur paralel dapat mengaburkan accountability kementerian. 

Akuntabilitas presiden pada akhirnya berlangsung melalui parlemen, pengadilan, pemilu, media, serta 

sejarah. Sistem harus menyediakan informasi yang cukup agar penilaian tersebut bermakna. 

C. Akuntabilitas Menteri dan Kementerian 
Menteri bertanggung jawab secara politik atas kebijakan dan administratif atas organisasi. Dalam praktik, 

tanggung jawab sering tersebar antara presiden, kementerian, badan, dan daerah. 

Mandate clarity penting agar kegagalan tidak menghasilkan saling menyalahkan. Performance agreement, 

keputusan tertulis, dan interministerial protocol membantu. 

Kementerian perlu menyediakan annual report yang menghubungkan anggaran, output, outcome, risk, 

evaluation, dan complaint. Laporan kegiatan tanpa hasil tidak cukup. 

Komite parlemen perlu menguji tidak hanya realisasi, tetapi pilihan kebijakan, conflict, dan data. Hearing 

perlu didukung staf ahli. 
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Resignation atau dismissal merupakan bentuk political accountability, tetapi tidak boleh mengganti 

investigasi serta perbaikan sistem. 

D. Akuntabilitas Pemerintah Daerah 
Desentralisasi menciptakan pusat kekuasaan di daerah. Kepala daerah, DPRD, birokrasi, pengadaan, BUMD, 

media lokal, dan jaringan bisnis membentuk ekosistem accountability. 

Kedekatan dapat memudahkan pengawasan warga, tetapi juga elite capture karena hubungan personal, 

ketergantungan ekonomi, dan media kecil. Mekanisme pusat serta horizontal lokal perlu. 

Transparansi APBD, kontrak, izin, dan beneficial ownership membantu. Data harus mudah digunakan dan 

dibandingkan. 

DPRD memerlukan kapasitas, hak minoritas, dan support. Jika anggota bergantung pada patronase eksekutif 

atau partai, oversight melemah. 

Inspektorat daerah perlu professional independence dan akses. Pengawasan pusat harus risk-based agar tidak 

mengambil alih otonomi. 

E. Akuntabilitas BUMN dan Badan Khusus 
BUMN menjalankan fungsi komersial serta penugasan publik. Dual mandate menciptakan ambiguity: 

kerugian dapat disebut pelayanan, sementara privilege dapat disebut strategi. 

Penugasan harus memiliki dasar, kompensasi, target, dan disclosure. Biaya tidak boleh disembunyikan dalam 

neraca perusahaan untuk mempercantik APBN. 

Board appointment perlu kompetensi, conflict management, serta fit and proper. Hubungan politik tidak 

otomatis membatalkan, tetapi risiko harus diungkap. 

Badan khusus, sovereign fund, dan lembaga proyek memerlukan governance yang setara dengan besarnya 

aset. Off-budget status tidak berarti off-accountability. 

Parlemen, auditor, regulator, dan publik perlu melihat consolidated public sector risk, bukan hanya laporan 

entitas per entitas. 

F. Akuntabilitas Pengadaan dan Proyek Besar 
Pengadaan merupakan arena utama karena mengubah keputusan publik menjadi kontrak privat. Risiko 

muncul pada spesifikasi, qualification, tender, perubahan kontrak, pembayaran, dan subkontrak. 

Open contracting harus mencakup seluruh siklus, bukan hanya pemenang. Perubahan scope dan cost sering 

menjadi titik penyimpangan setelah kompetisi selesai. 

Beneficial ownership membantu mendeteksi hubungan tersembunyi. Conflict checker perlu terhubung data 

pejabat, perusahaan, dan keluarga sesuai hukum. 

Proyek besar membutuhkan independent appraisal, gateway review, serta post-completion evaluation. Status 

strategis tidak boleh mengurangi scrutiny. 

Complaint vendor perlu cepat dan aman. Retaliation terhadap peserta yang mengajukan keberatan merusak 

competition serta informasi. 
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G. Akuntabilitas Partai Politik 
Partai merupakan organisasi publik yang menentukan kandidat, agenda, dan koalisi. Namun accountability 

internal sering lemah karena keputusan terpusat, membership tidak aktif, dan pembiayaan tidak transparan. 

Demokrasi internal bukan berarti semua keputusan melalui referendum anggota, tetapi prosedur kandidat, 

kepemimpinan, dan policy perlu diketahui serta dapat dipertanyakan. 

Pendanaan publik dapat mengurangi ketergantungan donor, tetapi harus disertai audit, membership, 

education, dan inclusion. Tanpa syarat, bantuan dapat memperkuat cartel. 

Disiplin partai diperlukan agar platform konsisten, tetapi tidak boleh menghapus conscience dan oversight 

anggota parlemen. Ruang dissent internal penting. 

Partai yang accountable meningkatkan kualitas seluruh sistem karena kader, pejabat, dan oposisi berasal dari 

organisasi tersebut. 

H. Akuntabilitas Pembiayaan Politik 
Biaya kampanye menciptakan kebutuhan dana. Donor besar dapat memperoleh akses atau pengaruh, meski 

tidak ada transaksi eksplisit. 

Disclosure harus timely, searchable, dan mencakup beneficial owner, in-kind, third-party, digital advertising, 

serta debt. Laporan setelah pemilu terlalu terlambat. 

Limit sumbangan perlu realistis dan dapat ditegakkan. Batas rendah tanpa audit mendorong nominee serta 

cash. 

Public funding, small-donor matching, media access, dan spending rule dapat menyeimbangkan. Desain 

harus mencegah incumbent advantage. 

Pengawasan pembiayaan memerlukan data bank, pajak, procurement, dan ownership dengan legal 

safeguards. 

I. Akuntabilitas Penegak Hukum 
Polisi, jaksa, dan penyidik memiliki discretion besar: siapa diselidiki, kapan, dan dengan sumber apa. 

Discretion diperlukan tetapi rentan selective enforcement. 

Case selection criteria, supervisory review, statistics, dan judicial authorization membantu. Informasi sensitif 

tetap dilindungi. 

Internal affairs sering dianggap tidak independen. Civilian oversight atau external complaint dapat 

melengkapi, terutama pada penggunaan kekuatan. 

Penegak harus terlindungi dari tekanan politik dan juga accountable atas abuse. Security of tenure, 

professional career, dan ethics penting. 

Due process melindungi tersangka serta credibility penegakan. Tujuan tidak membenarkan metode yang 

melanggar. 

J. Akuntabilitas Sektor Intelijen dan Keamanan 
Intelijen membutuhkan secrecy dan kecepatan, tetapi kerahasiaan total menciptakan risiko abuse. Oversight 

khusus dengan clearance dan confidentiality diperlukan. 
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Mandat harus jelas: ancaman, metode, data, dan authorization. Perluasan ke aktivitas politik domestik harus 

dibatasi. 

Parliamentary intelligence committee, judicial warrant, inspector general, dan audit classified dapat bekerja 

bersama. 

Budget rahasia tetap dapat diaudit secara terbatas. Kerahasiaan isi tidak berarti ketiadaan 

pertanggungjawaban. 

Whistleblowing sektor keamanan memerlukan kanal khusus agar informasi rahasia tidak dipublikasikan 

sembarangan tetapi abuse dapat dilaporkan. 

K. Akuntabilitas Regulasi dan Pembuatan Undang-Undang 
Akuntabilitas law-making dimulai dari agenda, draft, evidence, consultation, amendment, voting, dan 

implementation. Kecepatan tidak boleh menghapus deliberation pada aturan berdampak luas. 

Regulatory impact assessment perlu memuat alternatif, distribusi, competition, rights, biaya, dan 

implementation. Dokumen harus tersedia sebelum keputusan. 

Public consultation perlu waktu serta respons. Banyak komentar tanpa perubahan dapat menunjukkan 

formalism; pemerintah perlu menjelaskan. 

Fast-track dapat digunakan pada keadaan tertentu, tetapi memiliki kriteria, sunset, dan ex-post review. 

OECD menekankan legislative scrutiny sebagai unsur checks and balances. Parlemen tidak hanya 

menyetujui, tetapi menguji alasan dan efek. 

L. Akuntabilitas Kebijakan Fiskal dan Anggaran 

Anggaran adalah instrumen utama karena menentukan siapa memperoleh sumber dan lembaga mana mampu 

bekerja. Pemusatan diskresi fiskal dapat memperkuat eksekutif. 

Parlemen memerlukan baseline, costing, fiscal risk, tax expenditure, off-budget, dan contingent liabilities. 

Tanpa itu, persetujuan tidak informed. 

Virement dan realokasi selama tahun perlu batas serta disclosure. Fleksibilitas diperlukan, tetapi perubahan 

besar seharusnya kembali ke parlemen. 

Audit keuangan perlu dilengkapi performance serta distribution. Belanja legal belum tentu bernilai. 

Citizen budget dan open fiscal data memungkinkan social accountability, tetapi harus menghubungkan 

program dengan outcome. 

M. Akuntabilitas Kebijakan Moneter dan Lembaga Independen 

Bank sentral serta regulator independen dibentuk untuk mengurangi tekanan politik jangka pendek. Namun 

independensi memerlukan mandat, transparency, hearing, dan evaluasi. 

Appointment serta dismissal harus jelas dan terlindungi. Independensi personal tanpa proses dapat berubah 

menjadi elite insulation. 

Keputusan teknis memiliki dampak distribusi. Penjelasan, minutes, forecast, dan testimony membantu 

democratic legitimacy. 

Lembaga independen tidak boleh diarahkan untuk tujuan di luar mandat tanpa dasar. Mission creep 

mengaburkan accountability. 
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Perubahan mandat perlu proses legislatif, bukan tekanan informal. 

N. Akuntabilitas Kebijakan Publik Berbasis AI 

Pemerintah semakin menggunakan AI untuk scoring, fraud detection, tax, policing, dan layanan. Sistem dapat 

meningkatkan kapasitas, tetapi menciptakan opacity dan vendor dependency. 

Setiap sistem berdampak tinggi perlu public inventory, purpose, legal basis, data source, vendor, evaluation, 

dan appeal. Security exception harus sempit. 

Human-in-the-loop tidak efektif jika petugas selalu mengikuti model. Training, authority, dan workload 

menentukan. 

Bias data dapat menghasilkan enforcement selektif. Audit perlu disaggregated dan independent. 

Procurement contract harus memberi audit rights, documentation, incident reporting, update notice, dan exit. 

O. Akuntabilitas pada Masa Krisis 
Krisis memperkuat eksekutif karena keputusan cepat dibutuhkan. Prosedur procurement, data, movement, 

dan anggaran dapat dilonggarkan. 

Emergency power harus memiliki necessity, proportionality, scope, time limit, dan oversight. Renewal tidak 

boleh otomatis. 

Parlemen serta pengadilan perlu tetap berfungsi, termasuk melalui digital. Media dan warga harus 

memperoleh data. 

Fast procurement perlu publication ex post, price benchmark, beneficial ownership, dan audit. Urgency 

bukan alasan favoritisme. 

Setelah krisis, independent review menilai keputusan, bukan mencari kambing hitam. Lesson harus 

diinstitusionalisasi. 

Dua Puluh Lima Indikator Akuntabilitas yang Substantif 
1. Persentase rapat pengawasan parlemen yang terbuka. 

2. Hak minoritas dalam komite dan investigasi. 

3. Kapasitas staf riset legislatif. 

4. Waktu serta kelengkapan respons pemerintah. 

5. Independensi proses pengangkatan hakim dan pengawas. 

6. Stabilitas anggaran lembaga pengawas. 

7. Persentase rekomendasi audit yang selesai. 

8. Pengulangan temuan material. 

9. Jumlah serta penyelesaian complaint ombudsman. 

10. Perlindungan dan remedy whistleblower. 

11. Transparansi lobi dan conflict of interest. 

12. Kelengkapan beneficial ownership pengadaan. 
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13. Keterbukaan voting dan amendment. 

14. Akses publik pada draft serta impact assessment. 

15. Kebebasan pers dan keamanan jurnalis. 

16. Kemandirian pendanaan media dan CSO. 

17. Akses informasi serta waktu pemenuhan. 

18. Kepatuhan pemerintah terhadap putusan pengadilan. 

19. Kejelasan serta batas emergency power. 

20. Inventaris algoritma pemerintah. 

21. Persentase sistem AI dengan appeal. 

22. Transparansi realokasi anggaran. 

23. Independensi statistik dan data publik. 

24. Persepsi fairness penegakan hukum. 

25. Jumlah kebijakan yang diubah karena oversight. 

Agenda Seratus Hari Penguatan Akuntabilitas 
1. Memetakan ketergantungan anggaran dan pengangkatan lembaga pengawas. 

2. Membuka register lobi, pertemuan kebijakan, dan konflik kepentingan. 

3. Menerbitkan dashboard tindak lanjut audit, ombudsman, serta putusan. 

4. Memperkuat unit riset parlemen dan akses data. 

5. Menetapkan hak minoritas pada komite pengawasan. 

6. Mengadopsi protokol perlindungan whistleblower dan anti-retaliation. 

7. Membuka beneficial ownership seluruh kontrak besar. 

8. Menginventarisasi sistem algoritmik pemerintah berdampak tinggi. 

9. Melakukan review atas emergency regulations yang masih berlaku. 

10. Membentuk Accountability Review Forum lintas lembaga serta masyarakat. 

Dua Belas Prinsip Pengawasan Kekuasaan 

1. Tidak Ada Kekuasaan Tanpa Forum 

Setiap kewenangan harus memiliki forum yang dapat meminta alasan. Prinsip ini memerlukan aturan, 

kapasitas, budaya, serta indikator yang dapat dinilai secara berkala. 

2. Transparansi Harus Dapat Digunakan 
Data terbuka perlu tepat waktu, lengkap, dan dapat dianalisis. Prinsip ini memerlukan aturan, kapasitas, 

budaya, serta indikator yang dapat dinilai secara berkala. 
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3. Pengawas Harus Aman 
Independensi memerlukan perlindungan dari pembalasan. Prinsip ini memerlukan aturan, kapasitas, budaya, 

serta indikator yang dapat dinilai secara berkala. 

4. Pengawas Juga Diawasi 
Independensi disertai ethics, review, dan due process. Prinsip ini memerlukan aturan, kapasitas, budaya, serta 

indikator yang dapat dinilai secara berkala. 

5. Minoritas Memiliki Hak 
Mayoritas memutus, tetapi minoritas mengawasi. Prinsip ini memerlukan aturan, kapasitas, budaya, serta 

indikator yang dapat dinilai secara berkala. 

6. Temuan Harus Berakibat 

Laporan tanpa tindak lanjut bukan accountability. Prinsip ini memerlukan aturan, kapasitas, budaya, serta 

indikator yang dapat dinilai secara berkala. 

7. Konflik Dikelola Sebelum Keputusan 

Disclosure, recusal, dan cooling-off mencegah. Prinsip ini memerlukan aturan, kapasitas, budaya, serta 

indikator yang dapat dinilai secara berkala. 

8. Pengawasan Mengikuti Uang dan Data 

Anggaran serta informasi merupakan sumber kekuasaan. Prinsip ini memerlukan aturan, kapasitas, budaya, 

serta indikator yang dapat dinilai secara berkala. 

9. Teknologi Tidak Menghapus Tanggung Jawab 
Vendor dan algoritma tidak dapat menjadi alasan. Prinsip ini memerlukan aturan, kapasitas, budaya, serta 

indikator yang dapat dinilai secara berkala. 

10. Keadaan Darurat Memiliki Batas 
Kewenangan luar biasa bersifat sementara dan diuji. Prinsip ini memerlukan aturan, kapasitas, budaya, serta 

indikator yang dapat dinilai secara berkala. 

11. Kritik adalah Sumber Informasi 
Media, akademisi, oposisi, serta warga memperbaiki. Prinsip ini memerlukan aturan, kapasitas, budaya, serta 

indikator yang dapat dinilai secara berkala. 

12. Koreksi Lebih Penting daripada Citra 
Sistem kuat mengakui dan memperbaiki kesalahan. Prinsip ini memerlukan aturan, kapasitas, budaya, serta 

indikator yang dapat dinilai secara berkala. 

Agenda Riset dan Pendidikan 
Perguruan tinggi dapat mengembangkan Checks and Balances Index Indonesia yang mengukur independensi, 

kapasitas, transparency, enforcement, dan correction pada tingkat nasional serta daerah. 
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Riset network dapat memetakan appointment, board, ownership, donor, contract, dan revolving door dengan 

data publik serta etika. 

Survei elite dan aparatur dapat mengukur fear of retaliation, willingness to report, professional autonomy, 

dan perception of politicization. 

Survei warga dapat menguji hubungan transparency, fairness, trust, dan willingness to complain. 

Studi kasus process tracing dapat menjelaskan bagaimana satu temuan menjadi atau tidak menjadi koreksi. 

Analisis perbandingan daerah dapat melihat peran DPRD, media lokal, inspektorat, kampus, dan organisasi. 

PLS-SEM dapat menguji pengaruh kualitas pengawasan terhadap kepercayaan publik melalui fairness dan 

responsiveness. 

IBM-ASMI dapat membangun Accountability and Governance Laboratory untuk open data, procurement, 

budget, dan algorithmic audit. 

Mahasiswa perlu dilatih membedakan kritik berbasis bukti dari tuduhan, serta memahami due process. 

Executive education dapat membantu pimpinan membangun speak-up culture, menerima challenge, dan 

menindaklanjuti audit. 

Kesimpulan Menyeluruh yang Diperluas 
Akuntabilitas bukan ornamen demokrasi. Ia adalah teknologi kelembagaan untuk mencegah kesalahan, 

abuse, corruption, dan stagnasi. 

Kekuasaan yang terkonsolidasi dapat menghasilkan keputusan cepat, tetapi juga menyempitkan sumber 

informasi. Sistem tanpa dissent menjadi buta terhadap kelemahannya. 

Checks and balances tidak dirancang untuk memastikan setiap lembaga selalu setuju. Friction tertentu 

merupakan biaya perlindungan dari keputusan sepihak. 

Pengawasan yang buruk dapat menjadi ritual, politisasi, atau hambatan. Karena itu, pengawas membutuhkan 

standar, expertise, proportionality, dan accountability. 

Parlemen merupakan forum utama, tetapi hanya efektif bila memiliki hak, staf, data, waktu, serta oposisi 

yang otonom. 

Peradilan menjaga hukum, tetapi independensi perlu dilindungi melalui proses appointment, tenure, 

anggaran, dan enforcement putusan. 

Audit dan ombudsman memberi informasi penting, tetapi temuan harus masuk keputusan anggaran, disiplin, 

redesign, atau remedy. 

Lembaga antikorupsi penting, namun integritas tidak dapat diserahkan kepada satu institusi. Sistem 

procurement, political finance, merit, conflict, dan culture menentukan. 

Birokrasi profesional adalah pertahanan dari personalisasi kekuasaan. Loyalitas aparatur harus kepada 

konstitusi, hukum, dan kepentingan publik. 

Media serta masyarakat sipil memperluas jangkauan pengawasan. Ruang kritik yang aman merupakan sistem 

early warning. 
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Pengawasan digital perlu mengejar perkembangan negara digital. Warga harus dapat memahami serta 

menggugat keputusan otomatis. 

Keadaan darurat menguji desain. Negara perlu bergerak cepat, tetapi tidak boleh membuat kewenangan 

sementara menjadi permanen. 

Akuntabilitas sosial tanpa respons menghasilkan frustrasi. Pemerintah perlu menutup feedback loop dan 

menunjukkan koreksi. 

Transparansi tidak sama dengan banjir data. Informasi perlu relevan, tepat waktu, dapat diverifikasi, dan 

terhubung konsekuensi. 

Penguasa tidak hanya diawasi setelah tindakan. Conflict rules, procurement design, merit, serta consultation 

mencegah sebelum kerugian. 

Indonesia memerlukan akuntabilitas yang tidak mematikan kapasitas negara. Solusinya adalah oversight 

yang risk-based, profesional, dan terkoordinasi. 

Pengawasan juga tidak boleh dipakai mengkriminalisasi policy disagreement atau honest error. Distinction 

antara abuse, negligence, dan innovation penting. 

Public trust tumbuh ketika warga melihat aturan berlaku setara, kritik tidak dihukum, dan pemerintah 

memperbaiki kesalahan. 

Demokrasi yang sehat bukan sistem tanpa kekuasaan, melainkan sistem tempat kekuasaan berpindah, 

dibatasi, dijelaskan, dan dapat dikoreksi. 

Jawaban akhir atas pertanyaan siapa mengawasi penguasa adalah: banyak lembaga dan warga yang 

independen, masing-masing dengan peran berbeda, dalam sistem yang tidak dapat dikendalikan oleh satu 

tangan. 


